WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
baik (Good Governance), yang bebas dari korupsi,
kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan
serta wewenang pejabat Penyelenggara Negara di
lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan maka perlu
mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana
telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5661);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

8. Peraturan ...



Menetapkan :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor
S7);

12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyampaian Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PASURUAN NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017
Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...



1.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 2

Penyelenggara Negara berkewajiban untuk
menyampaikan LHKPN sebelum, selama, dan
setelah menjabat.

Penyelenggara Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Walikota Pasuruan;

Wakil Walikota Pasuruan;

Pejabat Pimpinan Tinggi;

Pejabat Administrator;

Lurah;

Auditor (Utama sampai dengan Madya);

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.
R. Soedarsono Kota Pasuruan;
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h. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum
Kota Pasuruan; dan

i. Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat
Kota Pasuruan.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 8

Penyelenggara Negara yang tidak
menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu
yang telah  ditentukan, diberi surat
peringatan 2 (dua) kali berturut-turut dengan
tenggang waktu  masing-masing surat
peringatan selama 7 (tujuh) hari kerja.

Bentuk surat peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Apabila ...



(3)

(4)

Apabila sampai batas akhir pelaporan

Penyelenggara Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum
menyampaikan kewajibannya maka

Penyelenggara Negara, kecuali Walikota dan
Wakil Walikota, dikenakan sanksi berupa
hukuman sebagai berikut:

a. tidak diperkenankan mengikuti Seleksi/
Promosi Jabatan; dan

b. penundaan pencairan Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP).

Sebelum penjatuhan sanksi dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh
Inspektur Kota Pasuruan yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Diundangkan di Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 24 Februari 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

RAHARTO TENO PRASETYO

pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 7



	RAHARTO TENO PRASETYO

